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ABSTRAK

Untuk meningkatkan produktivitas kerja pada tenaga bantuan/buruh,
pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi tenaga bantuan, terutama
dalam upaya perlindungan. Upaya perlindungan ini dikarenakan dampak yang
dialami oleh tenaga bantuan pada pengangkut sampah sering terjadi. Baik itu
dampak dalam keselamatan maupun kesehatan kerja. Hal ini perlu menjadikan
pertimbangan bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak keselamatan dan
kesehatan kerja tenaga bantuan. Oleh karena itu, penting mengangkat persoalan
mengenai kebijakan pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan
tenaga bantuan dan pelaksanaan dalam peraturan mengenai perlindungan hak
kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah di kota
Yogyakarta pada tahun 2012-2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pemerintah daerah
terhadap penerapan perlindungan hak keselamatan dan kesehatan tenaga bantuan
pada pengangkut sampah. Oleh karena itu, penyusun mencoba melihat realisasi
peraturan pemerintah kota Yogyakarta. Untuk mengetahui apakah hal tersebut
terealisasi dengan baik atau tidak, maka penelitian yang dilakukan adalah dalam
bentuk empiris evaluatif, dengan mengadakan penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan,
yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen-dokumen dan lainnya. Serta
dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara kepada para responden
yang terkait.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam
menerapkan upaya perlindungan hak keselamatan dan kesehatan tenaga bantuan
pada pengangkut sampah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pearturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan
Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan
dengan memberikan upah, alat perlindungan diri, cek kesehatan. Akan tetapi
dalam implementasinya masih kurang memadai untuk memberi perlindungan hak
kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam arti, alat perlindungan diri yang
disediakan oleh pemerintah jumlahnya sangat minim. Hal ini dikarenakan ada
beberapa faktor yang menghambat dan perlu menjadi perhatian pemerintah
Yogyakarta yaitu anggaran yang disediakan pemerintah kota Yogyakarta untuk
alat perlindungan diri bagi tenaga bantuan disesuaikan dengan anggaran
pengeluaran belanja daerah. Jumlah setiap alat perlindungan diri yang diberikan
pemerintah Yogyakarta hanya 1 buah. Faktor penghambat yang lain adalah
kesadaran tenaga bantuan terhadap dampak kesehatan jangka panjang kurang,
tenaga bantuan tidak menghiraukan lingkungan kerja dan para tenaga bantuan
merasa tubuh mereka sudah kebal dari penyakit, sehingga tenaga bantuan tidak
menggunakan alat perlindungan kerja secara maksimal. Hal ini juga tidak ada
teguran tegas dari pemerintah.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai tujuan yang mulia dan cita-cita yang tinggi,

yakni salah satunya tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 alinea Ke-4 “...untuk memajukan kesejahteraan umum.” Pernyataan

inilah yang menjadi acuan negara Indonesia sejauhmana pemerintah akan

mengimplikasikan amanat ini. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum

sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

Negara yang mempunyai aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak

rakyat Indonesia dalam keadilan. Hal tersebut membawa kembali lagi

terhadap pemerintah bahwasanya pemerintah wajib memberikan pelayanan

publik terhadap buruh-buruh di Indonesia ini.

Saat ini Negara Indonesia telah mengatur semua bidang perburuhan

bertujuan untuk melindungi para buruh, serta menyejahterakan yakni pihak

yang lebih lemah secara ekonominya terhadap majikan yang ekonominya

lebih kuat. Yang menjadikan landasan ideal hak tenaga kerja adalah Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap orang

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja.”1

Selanjutnya hak-hak para buruh yang tertera dalam Undang-Undang No

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 4 ayat (3), (4), (86), (87)

1 Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.



2

adapun bunyinya bahwa “Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja

dalam mewujudkan kesejahteraan.” Yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

tersebut adalah pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa

sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga

kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan

kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa “Meningkatkan kesejahteraan tenaga

kerja dan keluarga.” Maksudnya adalah masyarakat Indonesia sebagian besar

merupakan tenaga kerja dan keluarganya, karena itu kesejahteraan tenaga

kerja dan keluarganya mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat sejahtera, adil,

makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual tidak dapat dicapai bila

tenaga kerja dan keluarganya tidak sejahtera. Meningkatkan kesejahteraan

tenaga kerja dan keluarganya merupakan bagian dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Indonesia.2 Begitu pula dalam Pasal 86 dan 87

bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, sehingga setiap perusahaan

wajib memberikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam sistem pemerintahan lokal, di samping dekonsentrasi dan

desentralisasi diselenggarakan pula tugas pembantuan oleh pemerintah kepala

daerah otonom. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan

makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta

2 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 6.
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implementasinya.3 Perencanaan tenaga kerja makro ini dijadikan pedoman

dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program

pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan ini

merupakan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis

yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif, guna

mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah,

maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya,

meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/

buruh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 Tentang 2012

Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008

Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta, status pekerjaan mereka adalah pegawai kontrak dan rata-rata

pendidikan terakhir para pekerja kontrak adalah SD dan SMP. Hal ini yang

menjadikan dasar kurangnya kesadaran mereka terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja, khususnya di wilayah kota Yogyakarta para NABAN sering

tidak menggunakan alat perlindungan diri saat bekerja. Sedangkan, alat

perlindungan diri yang sudah diberikan pemerintah melalui Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat

dalam Pasal 30 huruf d bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan

dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Tempat Pembuangan

Akhir Sampah (TPAS).

3 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, (Bandung; Nusa Media, 2009), hlm.14.
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Besarnya dampak negatif sampah yang mungkin terjadi terhadap

NABAN, seperti penyakit kulit dan juga terjadinya kecelakaan kerja sehingga

hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melindungi para

buruh sampah. Berangkat dari persoalan itu penyusun ingin mengkaji

“Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga Bantuan (Naban) pada Pengangkut

Sampah Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta Tahun 2012-2013” sesuai

kenyataan di masyarakat yang penyusun teliti di daerah kota Yogyakarta.

Agar mengetahui sejauhmana kebijakan pemerintah yang diberikan kepada

para buruh, serta apakah kebijakan yang diberikan tersebut diterapkan oleh

para buruh secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut :

1. Apakah Peraturan Pemerintah Daerah telah melindungi kesehatan dan

keselamatan tenaga bantuan di wilayah Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak kesehatan dan keselamatan

tenaga bantuan pada pengangkutan sampah tahun 2012-2013 di wilayah

Kota Yogyakarta pada Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini, kembali dari sebuah penyimpangan yang

kemungkinan terjadi, tentunya ada sebab yang menimbulkan

ketidakseimbangan antara kesejahteraan para buruh dengan kebijakan yang

diberikan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan ketidakdisiplinan para buruh
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dalam bekerja, atau tidak adanya harmonisasi kebijakan dengan para buruh

sehingga menimbulkan penyimpangan yang dilakukan para buruh. Untuk itu

penyusun mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap

perlindungan hak kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan pada

pembuang sampah.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan tenaga bantuan terkait

perlindungan hak kesehatan dan keselamatan yang diberikan pemerintah

kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Daerah terkait dengan

hak-hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan

diperoleh para buruh tersebut.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan para buruh dalam melakukan

kinerja mereka ketika sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan.

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan para buruh terkait

perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

4. Sebagai verifikasi pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat dalam

perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

Namun secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat yakni :

1. Sebagai pedoman serta bagi pemerintah bagaimana melakukan

pengoptimalan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan
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diimplementasikan terhadap buruh dalam keselamatan dan kesehatan

kerja.

2. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan dalam

Hukum Tata Negara maupun Hukum Adminstrasi Negara terhadap

kebijakan pemerintah.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan permasalahan terkait hukum perburuhan sampah terdapat

karya tulis yang tidak terlalu sama namun ada sama dalam pengertian.

Penyusun menemukan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan materi

yang dikaji yaitu sebagai berikut:

Tesis Uti Ilmu Royen dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap

Pekerja atau Buruh Outsourcing, menerangkan bahwa praktik outsourcing

dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

melalui perjanjian pemborongan pekerjaan di Kabupaten Ketapang. Secara

umum tidak mengimplementasikan ketentuan dan syarat outsourcing

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan karena :

1. Pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan kepada perusahaan lain

merupakan bentuk-bentuk pekerjaan pokok bukan pekerjaan penunjang

perusahaan secara keseluruhan. Praktik seperti ini bertentangan dengan

Pasal 65 ayat (2).

2. Perusahaan telah menyerahkan sebagai pelaksanaan pekerjaan melalui

perjanjian pemborongan pekerjaan kepada perusahaan lain yang tidak
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berbadan hukum seperti CV yang secara yuridis tidak memiliki

kecakapan bertindak sebagai subyek hukum dalam praktik outsourcing.

Praktik seperti ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (3).

a. Bahwa pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja seperti

persyaratan hubungan kerja, persyaratan pengupahan, persyaratan

waktu kerja, waktu istirahat dan upah kerja lembur, persyaratan

jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, serta persyaratan

keselamatan dan kesehatan bagi pekerja/buruh merasa dirugikan

secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan tidak adil serta tidak

manusiawi sebelum, selama dan setelah mereka bekerja.

b. Ekalasi tuntutan pekerja/buruh Outsourcing yang merasa terekploitasi

serta tingkat kesejahteraan mereka yang rendah menandakan bahwa

peran pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh kurang maksimal. Hal

ini disebabkan karena ada kepincangan dalam komponen substansi,

struktur dan kultural hukum ketenagakerjaan sebagai salah satu

kesatuan sistem hukum.4

Skripsi yang merumuskan masalah bagaimanakah pandangan islam

terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan ditinjau dari Pasal 187 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Studi pustaka dengan

menggunakan metode dokumenter yaitu cara mengumpulkan data melalui

peninggalan tertulis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan

4 Uti Ilmu Royen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing” Thesis
Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.
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menggunakan metode diskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan

untuk mendiskripsikan keadaan objek penelitian yang pada saat sekarang

sedang berlaku dan menilainya.

Di dalam KUHPidana pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja

perempuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang berjuang pada hukum

pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda

paling sedikit 10.000.000 dan paling banyak 100.000.000. dalam hukum islam

pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja dapat dijatuhi hukuman ta’zir

(hukuman/sanksi). Dan wewenang untuk menetapkan besar kecilnya hukuman

ta’zir diserahkan oleh uilil amri (pemimpin).5

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Lutfiati (2012) dengan judul

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam skripsi yang disusun

mengenai perlindungan hukum terhadap TKI menurut UU PPTKILN bisa

diartikan sebagai salah satu upaya dalam bentuk regulasi untuk melindungi

kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-

haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik pada masa

prapenempatan, masa penempatan maupun masa pasca penempatan yang

didasarkan pada asas keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial,

kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdangan manusia

5 Khoirul Umam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja
Perempuan” (Studi Pasal 187 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan),
skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga 2009.
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dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan

perlindungan hukum serta pemertaan kesempatan kerja. Sementara menurut

hukum islam, perlindungan TKI adalah sebagai bentuk upaya untuk menjamin

dan melindungi lima kebutuhan dasar, perlindungan terhadap jiwa, harta,

keturunan, akal, dan agama yang terkonstruk dalam aqad ijarah yang memuat

berbagai ketentuan kerja yang berlaku antara majikan, buruh dan pihak ketiga

pemerintah serta aspek-aspek yang berlaku didalamnya berdasarkan prinsip

kesetaraan dan keadilan.6

Namun yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hak

Kesehatan Tenaga Bantuan pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan

Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013.” Penelitian akan lebih

memfokuskan terhadap implementasi yang dilakukan pemerintah Kota

Yogyakarta berdasarkan UUK No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota No.

79 Tahun 2012 terkait perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja

tenaga bantuan. Penerapan perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja

yang dilakukan oleh tenaga bantuan.

F. Kerangka Teoritik

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori yang digunakan

dalam penerapan perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja tenaga

bantuan. Apabila terjadi keganjalan, upaya apa yang akan diberikan pemerintah

6 Siti Lutfiati Rohimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” Skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga 2012.



10

Kota Yogyakarta terhadap perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja

tenaga bantuan.

Apabila terjadi penyimpangan kerja terhadap buruh yang kemungkinan

disebabkan oleh ketidaknyamanan para buruh dalam kinerjanya, Perlindungan

kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan,

maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia,

perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam

perusahaan. Dengan demikian secara teoritis dikenal ada 3 yaitu sebagai

berikut:

1. Teori Negara Hukum

Perspektif historis, embrio tentang gagasan negara hukum telah

dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintoduksi konsep Nomoi, sebagai

karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua

tulisan pertama, politeia dan politicos, belum muncul istilah negara

hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan

negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang

baik.7

Pemikiran Plato tentang negara hukum tersebut adalah untuk

mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk

7 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Right in
Democratiche Rechtsstaat, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.
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melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan

kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.8

Konsepsi negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah

“Negara Kesejahteraan” atau Walvaarstaat (Belanda), Social Service State

(Inggris). Beliau mengatakan sebagai elemen dari negara hukum antara

lain :

a. Adanya jaminan atau hak dasar manusia

b. Adanya pembagian kekuasaan

c. Pemerintah berdasarkan peraturan hukum

d. Adanya peradilan administrasi negara

Sementara A.V.Dicey yang menganut sistem Anglo Saxon yaitu

“the rule of law” konsep negara hukum menurutnya mengandung tiga

unsur penting :9

a. Supremacy of law

Supremacy of law atau supremasi hukum di Inggris hal ini

merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan merupakan

unsur yang diperjuangkan lebih awal oleh rakyat Inggris jika

dibandingkan dengan rakyat negara-negara barat lainnya. Negara

Inggris yang diatur oleh hukum, dan seseorang hanya mungkin

dihukum karena melanggar hukum, tidak karena hal-hal lain. Hak

8 Ibid, hlm. 25.

9 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta; Pustaka
Pelajar, 2011), hlm. 118.
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kebebasan warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak

seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar

hukum yang dilanggarnya.10

b. Equality before the law

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam

kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama

dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara

sama kedudukannya di hadapan hukum, dan apabila ia melanggar

hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili

dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama.11

c. Human Right.

Masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 merupakan

suatu kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia, sekaligus

merupakan suatu ikhtiar bangsa Indonesia untuk menjadikan UUD

1945 menjadi sebuah UUD yang makin modern yang senantiasa

menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan demokrasi.12

Ditetapkannya Hak Asasi Manusia dalam bab tersendiri UUD untuk

menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk menghormati, mengakui,

dan melindungi hak asasi tersebut, meskipun dalam UUD sebelum

10 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya,
(Jakarta; UI Press, 1995), hlm. 39-40.

11 Ibid, hlm. 41.

12 Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta; Yayasan Brata Bhakti,
2009), hlm. 128.
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amandemen ketentuan tentang HAM sudah diatur mulai dari Pasal 27 sampai

dengan 34. Selain itu menurut teori Hukum Tata Negara bahwa salah satu

yang harus diatur dalam konstitusi adalah mengenai HAM, selain susunan

ketatanegaraan dan pembagian serta pembatasan tugas-tugas

ketatanegaraan.13

2. Teori Perlindungan Hukum

a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan

usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan

pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya

sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota

masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga

dengan kesehatan kerja. Kesehatan kerja sebagaimana telah

dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena

ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan

sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud

mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk

memperlakukan pekerja/buruh “semaunya” tanpa memerhatikan

norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang

pekerja/buruhnya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Karena sifatnya yang hendak mengadakan “pembatasan,” ketentuan

perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68

dan seterusnya itu bersifat “memaksa” bukan mengatur. Sifat

13 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta; Rajawali Pers,
2010) hlm. 12.
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memaksanya itu dapat dilihat dari kata “dilarang.” “tidak boleh,”

“harus,” atau “wajib” yang selalu ada dan tertulis menonjol dalam UU

No. 13 Tahun 2003. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan

perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-

undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang

berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan “hukum umum”

(Publiek rechtelijk) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan

beberapa alasan berikut :

1) Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud

melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan

masyarakat.

2) Pekerja/buruh Indonesia pada umunya belum mempunyai

pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya

sendiri.

Oleh karena itu, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi

atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian atau keadaan hubungan

kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam hal

pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Pekerjaan maksudnya disini

adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja/ buruh untuk

pengusaha dalam hubungan kerja dengan menerima upah.

b. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan

dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/ buruh terhindar dari

bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau
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bahkan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai

keselamatan kerja. Seperti yang telah diuraikan, keselamatan kerja

termasuk dalam apa yang disebut juga perlindungan teknis, yaitu

perlindungan terhadap pekerja/ buruh agar selamat dari bahaya yang

timbul dapat oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda

dengan jenis perlindungan kerja lain yang umumnya ditekanan untuk

kepentingan pekerja/ buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya

memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi juga kepada

pengusaha dan pemerintah.

1) Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan

kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga

pekerja/buruh akan lebih fokus pada pekerjaannya semaksimal

mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan

kerja.

2) Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja

diperusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan

yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan

sosial.

3) Bagi pemerintah dan masyarakat, apabila ditaati dengan adanya

peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, maka upaya yang

direncanakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat akan
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tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas

maupun kuantitasnya.14

c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan

dengan usaha-usaha yang diberikan pemerintah/ pengusaha kepada

pekerja/ buruh yaitu penghasilan yang cukup guna memenuhi

keperluan sehari-hari bagi pekerja dan keluarganya, termasuk dalam

hal kebutuhan pekerja/ buruh yang tidak mampu bekerja karena

sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut

jaminan sosial.15 Jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang

dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah sebagai berikut:

1) Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu

usaha-usaha dibidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana,

pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat

dikelompokkan dalam pelayanan sosial (Social Service).

2) Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti

bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita

cacat, dan berbagai ketentuan yang dapat disebut sebagai Bantuan

Sosial (Social Assstance).

3) Usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi,

perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat

dikategorikan sebagai Sarana Sosial (Social Infra Srtuctur).

14 Zaeni Asyhadie, Hukum kerja, hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja,
(Jakarta; RajaGarfindo Persada, 2007), hlm. 94.

15 Ibid, hlm.78.
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4) Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus

ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti

tenaga pembangunan dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial

ekonomis, digolongkan dalam Asuransi Sosial (Social

Insurance).16

3. Pekerja/ Buruh Kontrak dalam UU No. 13  Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

a. Pengertian Perjanjian Kerja

Dapat dipastikan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,

disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pengusaha

dan buruh. Berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur

pekerjaan, upah dan perintah.17 Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang

No. 25 Tahun 1997 tentang Perjanjian Kerja disebutkan bahwa suatu

perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis

baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tertentu maupun untuk

waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja dan pengusaha

maka timbullah hubungan kerja dan dalam KUHPerdata Pasal 1601 a

disebutkan bahwa perjanjian dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si

16 Ibid, hlm.102.

17 Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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majikan, untuk satu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan

menerima upah.18

b. Macam-Macam Perjanjian

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak ditentukan

secara tegas mengenai macam perjanjian kerja, tetapi beberapa Pasal

yaitu 50-60 dapat diketahui dua macam perjanjian kerja, akan tetapi

penyusun membahas satu macam perjanjian yakni: Perjanjian untuk

waktu tertentu. Hubungan kerja ini dibatasi oleh jangka waktu

berlakunya perjanjian kerja atau selesainya pekerjaan tertentu.

Perjanjian yang dibuat untuk waktu tertentu biasa disebut dengan

perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerja

dalam perjanjian kerja dibuat tertulis dan menggunakan bahasa

indonesia dan huruf latin. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja untuk

waktu tertentu tidak boleh disyaratkan adanya masa percobaan kerja

karena hubungan kerja dalam waktu tertentu sangat terbatas dan relatif

singkat.

c. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja

Syarat-syarat dan dasar pembuatan perjanjian kerja seperti yang

tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 52 adalah

sebagai berikut :19

1) Kesepakatan kedua belah pihak

18 Subekti dan Tjtrosudibio, KUHPerdata, (Jakarta; Prada Paramita, 1999), hlm. 391.
19 CST Kansil, Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan No 25 tahun 1997 (Jakarta;

Pradnya Aditya), hlm. 9.
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Dalam pembuatan perjanjian kerja para pihak betul-betul atas

kemauan sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak

manapun. Paksaan merupakan keadaan dimana seseorang

melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman baik ancaman

fisik maupun dengan ceramah melalui kata-kata.

Dari pihak pekerja kemampuan yang dinyatakan dan

menyatakan untuk bekerja pada pihak pengusaha dengan

mendapatkan upah dari majikan kemauan yang ditentukan dan

menyatakan akan mempekerjakan pekerja itu, harus pada

penyesuaian atau pernyataan kehendak yang dinyatakan sendiri

serta kemauan itu harus dinyatakan secara bebas dan sungguh-

sungguh.

2) Kemauan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Yang dimaksud adalah para pihak yang mampu atau cakap

menurut hukum untuk membuat perjanjian, bagi tenaga kerja anak

yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.

Dalam pembuatan perjanjian kerja para pihak yang membuat

perjanjian yaitu pekerja dan pengusaha harus mempunyai kemauan

atau kecakapan yaitu para pihak mampu atau cakap menurut

hukum atau dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah orang yang

usianya sudah mencapai 18 tahun keatas.20

20 Imam supomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta; Prambatan,
2001) , hlm. 53.
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d. Kewajiban Pengusaha dalam Perjanjian Kerja.

Kewajiban utama dari pengusaha dalam perjanjian kerja adalah

membayar upah. Mengenai masalah upah tidak diatur lagi dalam

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

melainkan diatur pada Bagian Kedua Bab X Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun kewajiban-kewajiban

pokok pengusaha selain membayar upah adalah mengatur tempat kerja

dan alat kerja, memberi dari waktu istrahat dan hari libur resmi,

memberi surat keterangan, serta bertindak sebagai pengusaha yang

baik.21

e. Kewajiban Pekerja/Buruh.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur

pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, kewajiban utama dari

pekerja/buruh adalah melakukan pekerjaan.

1) Melakukan pekerjaan. Kewajiban untuk melakukan pekerjaan

karena adanya perjanjian kerja. Perlu diketahui bahwa perjanjian

kerja menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

21 F.X. Djumialdi, Perjanjian Kerja, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.
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2) Menaati Tata Tertib Perusahaan. Tata tertib merupakan disiplin

waktu dalam rangka melaksanakan pekerjaan di perusahaan.

Peraturan tata tertib ini ditetapkan oleh pengusaha, karena

pengusaha adalah pemimpin dari perusahaan tersebut. Mengenai

hal ini dapat disimpulkan dari apa yang dinamakan Perjanjian

Kerja.

3) Bertindak sebagai pekerja/buruh yang baik. Kewajiban ini

merupakan timbal baik dari pengusaha yang wajib bertindak

sebagai pengusaha yang baik. Dengan demikian, pekerja/buruh

wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti apa yang

tercantum dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, maupun

dalam Perjanjian Kerja Bersama. Di samping itu, pekerja/buruh

juga wajib melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak

dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, kepatutan

maupun kebiasaan.22

Namun pada kenyataannya saat ini sering ditemukan bahwa adanya

penyimpangan hak dan kewajiban  terhadap kehidupan para buruh saat ini.

Misalnya pekerja/buruh yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas,

atau bahkan pengusaha yang tidak memberikan hak pekerja/buruh secara

keseluruhan. Jadi demikian penyusun ingin mengajukan skripsi yang pada

penerapannya “perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja buruh

22 Ibid, hlm. 42-43.
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tenaga bantuan pada pengakut sampah Badan Lingkungan Hidup Kota

Yogyakarta”.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah yangmana harus dilakukan

berdasarkan prosedur-prosedur keilmiahan antara lain dengan menggunakan

metode penelitian lapangan dengan obyek buruh sampah di TPS (Tempat

Pembuangan Sampah) berdasarkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja.

Dengan metode ini penelitian akan berjalan baik dan menghasilkan penelitian

yang ilmiah. Maka penyusun menggunakan prosedur sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum secara empiris,

dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai

pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan serta dengan

mengadakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian

ini yang digunakan dalam penyusunan proposal didukung oleh penelitian

empiris untuk melihat perilaku hukum sebagai pola perilaku masyarakat

dan terlihat kekuatan sosial.

2. Lokasi Penelitian

Penyusun mengambil lokasi penelitian berdasarkan permasalahan yang

timbul diarea tempat pembuangan sampah kota Yogyakarta. Alasan

penyusun ingin meneliti ditempat tersebut, bahwa tempat tersebut dirasa

perlu diteliti karena melihat banyaknya para pekerja/buruh yang

mengambil sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) lalu dibuang
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di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), didalam proses

pemindahan sampah dari  TPS ke TPAS disinilah yang diperlu ditinjau

dalam kinerja para buruh.

3. Sumber/ Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan (wawancara)

maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara

mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan, buku-buku dan artikel maupun skripsi yang terkait

hubungan dengan masalah hak-hak buruh sampah tentang

keselamatan dan kesehatan kerja buruh yang akan diteliti antara lain:

1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum

yang mempunyai otoritas (autoritatif). 23 Bahan hukum tersebut

terdiri atas: (a) UUD 1945, (b) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, (c) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79

Tahun 2012.

2) Bahan-bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer serta semua publikasi tentang

hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut

23 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.
52.
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merupakan petunjuk atau penjelasan yang terdiri dari buku-buku,

jurnal, skripsi, makalah yang terkait, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia,

surat kabar, jurnal dan lainnya.24

c. Dokumen

Dokumen adalah rekaman suara, gambar dan video, dan

sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Dokumentasi

adalah kegiatan atau proses pekerjaan mancatat atau merekam suatu

peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan

penting.

Dalam dokumentasi ini berupa gambar dan data statistik terkait

dengan taat dan tidaknya para buruh sampah terhadap kebijakan

pemerintah yang diberikan terhadap para buruh.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data ke dalam kategori dan suatu uaraian dasar

sehingga data yang ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis

kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh dari

hasil penelitian ini dikumpulkan kemudian dianalisa dengan

mengelompokkan, menyusun secara sistematis, dan analisis secara

24 Ibid, hlm. 53.
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kualitatif selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan

menggunakan logika berfikir deduktif ke induktif. Penelitian dengan

data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau

tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamanati. Data

kualitatif dibagi menjadi:

a) Hasil pengamatan: uraian rinci tentang kejadian, situasi, interaksi

dan tingkah laku yang diamati dilapangan.

b) Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-

orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran

mereka dalam kesempatan wawancara mendalam.

c) Bahan tulisan: petikan atau keseluruhan dokumen, surat

menyurat, rekaman dan kasus sejarah.25

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematik, maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi

menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bab yang membahas mengenai tinjauan teori.

Mencangkup teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori perjanjian

kontrak kerja.

25 Ivan-Pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf/akses pada tanggal 19/11/13
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Bab ketiga adalah bab yang membahas mengenai gambaran umum dari

lokasi penelitian, letak geografis, susunan pengurus Badan Lingkungan Hidup

terkait tenaga bantuan, profil tenaga bantuan, status tenaga bantuan.

Bab keempat adalah bab yang membahas hasil penelitian dan analisis

data. Dalam bab ini memuat mengenai peran pemerintah kota Yogyakarta

dalam upaya perlindungan kesehatan tenaga bantuan pada pengangkut

sampah, serta penerapan peraturan walikota terhadap tenaga bantuan pada

pengangkut sampah.

Bab kelima merupakan bab bagian akhir dari penelitian yang berisikan

kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai

kesimpulan dan saran terkait permasalan yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan  uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab

terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan

pemerintah daerah dalam menerapkan upaya perlindungan hak

kesehatan dan keselamatan terhadap tenaga bantuan pada pengangkut

sampah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86, Peraturan Daerah No. 10 Tahun

2012 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 30 dan Peraturan Walikota

No. 79 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Pasal 12 sampai 15 sudah

dilaksanakan.

Secara teori, dalam perlindungan hukum bagi rakyat terhadap

tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dalam negara hukum

apabila dikaitkan dengan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan

kerja terhadap buruh, maka prinsip ini menyangkut hak asasi manusia

yang akan diperoleh NABAN. Prinsip negara hukum sangat erat

kaitannya dengan hak asasi manusia, seperti yang tertera dalam butir-

buitr Pancasila sila ke-2. Dasar inilah yang menjadi acuan pemerintah

dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, hak asasi

manusia harus dilindungi. Sehingga hak asasi manusia tidak hanya



81

sebagai instrumen hukum yang dibuat namun bagaimana negara

mampu mengimplementasikan ciri atas jaminan hak asasi manusia.

Terkait hak asasi manusia yang diperoleh pekerja/buruh yang

terdapat dalam UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 bahwa setiap buruh

itu berhak mendapat perlindungan atas kesehatan dan keselamatan

kerja. Disebutkan dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Sampah Pasal 30 huruf d bahwa mendapatkan

perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan

TPA sampah dan Peraturan Walikota juga disebutkan dalam Pasal 12

NABAN berhak mendapat atas pakaian kerja dan alat perlindungan

diri, cuti kerja dan upah. Akan tetapi alat-alat perlindungan diri yang

dikenakan NABAN seperti seragam, sarung tangan, masker, sepatu

sangat minim jumlahnya. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam

pengadaan alat perlindungan diri disesuaikan dengan anggaran

pengeluaran belanja daerah. Di sisi lain NABAN membutuhkan alat

perlindungan diri jumlahnya lebih dari 1 buah. Oleh karena itu, hal ini

yang menjadikan kurangnya pemenuhan kebutuhan perlindungan

kesehatan dan keselamatan diri para NABAN.

2. Penerapan pada Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012 tentang

Pengaturan NABAN Kota Yogyakarta, NABAN menggunakan alat

perlindungan diri yang diberikan pemerintah kota Yogyakarta. Alat

perlindungan diri yang digunakan tidak keseluruhan melainkan hanya

seragam, sepatu dan topi saja. Sedangkan masker dan sarung tangan
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tidak digunakan. Apabila masker digunakan saat bekerja susah

bernafas, sedangkan sarung tangan juga menghambat dalam kecepatan

kinerja NABAN. Hal Ini yang menjadikan alasan kurangnya

penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan oleh NABAN.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun pada tanggal

24 Maret 2014, NABAN yang bekerja di lapangan tingkat kesadaran

terhadap dampak kesehatan dalam jangka waktu lama masih kurang

dan hal ini sudah dianggap biasa. Namun tidak ada teguran secara

tegas dari pemerintah terkait penggunaan alat perlindungan diri ini.

Salah satu yang menjadikan pemicu kurangnya kesadaran dalam

penerapan perlindungan pada diri NABAN adalah rata-rata pendidikan

akhir mereka adalah SD, SMP, SMA. NABAN mengetahui akibat

yang terjadi apabila tidak menggunakan alat perlindungan diri. Akan

tetapi NABAN tidak memahami dampak jangka panjang. Selama ini

yang dilakukan NABAN sudah biasa, bahkan merasa kebal dengan

lingkungan kerja tersebut.

B. Saran

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hak kesehatan dan

keselamatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah antara lain;

1. NABAN pada bagian pengangkut sampah setiap harinya yang bekerja

di lingkungan sampah, sehingga dengan melihat kondisi lingkungan

kota Yogyakarta yang terdapat banyak tempat pembuangan sampah,
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seharusnya pemerintah kota Yogyakarta lebih memperhatikan dalam

penyediaan alat perlindungan diri bagi NABAN, terutama untuk

seragam dan sepatu. Seragam yang digunakan NABAN seharusnya

tidak hanya satu, sehingga dalam menjalankan tugasnya, NABAN

dapat ganti baju dan sepatu setiap harinya. Karena dalam jenis

pekerjaan ini seragam merupakan faktor dalam perlindungan

kesehatan NABAN atau salah satu upaya dalam perlindungan menjaga

kesehatan NABAN.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Badan Lingkungan Hidup

dalam mensosialisasikan alat perlindungan diri tidak secara langsung

kepada NABAN, sehingga NABAN tidak memahami pentingnya alat

perlindungan diri bagi mereka, oleh karena itu dalam hal ini NABAN

tidak menggunakan alat perlindungan diri secara maksimal. Badan

Lingkungan Hidup dalam mensosialisasikan alat perlindungan diri

hanya kepada koordinator masing-masing sektor dan itupun dilakukan

setiap setahun sekali.

3. Keterbatasan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah pemerintah kota

Yogyakarta juga merupakan faktor dari kurangnya penyediaan

seragam maupun alat yang digunakan NABAN. Apabila alat rusak,

maka NABAN harus membeli sendiri alat tersebut atau NABAN

menunggu tahun berikutnya saat pembagian alat perlindungan diri

lagi. Selain itu, pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan, Upah

NABAN disesuaikan dengan Upah Minimum Kota Yogyakarta.
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Sehingga memenuhi standar pendapatan belanja NABAN. Akan

tetapi, upah yang diterima tidak utuh karena harus dipotong untuk

uang kematian, tabungan, uang kesehatan.
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